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5.1 Kesimpulan
Dari analisis dan teori yang sudh dipaparkan pada pembahasan
sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1.1.1 Bentuk tanggung jawab pemilik travel lintas sumatera diperoleh dalam
bentuk manifes dan pemberian asuransi. Manifes adalah dokumen
resmi yang memuat daftar nama penumpang, tujuan keberangkatan,
waktu keberangkatan, serta informasi kendaraan yang digunakan dalam
suatu perjalanan, khususnya dalam jasa angkutan umum. Jadi apabila
terjadi insiden di perjalanan maka pihak travel sudah bekerja sama
dengan perusahaan asuransi dan bertanggungjawab atas resiko yang
terjadi seperti kecelakaan, sakit, dan sebagainya.

1.1.2 Respon mahasiswa terhadap pelayanan travel Keluhan utama meliputi
keterlambatan penjemputan, pemindahan duduk secara mendadak,
tarif yang berbeda dan tidak konsisten, serta praktik penambahan
penumpang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal-hal tersebut
menunjukkan bahwa hak-hak dasar konsumen yakni mendapatkan
layanan yang adil, tepat waktu, transparan, dan nyaman belum
terpenuhi secara menyeluruh, mengganggu kepercayaan dan kepuasan
mahasiswa sebagai penumpang. Oleh karena itu ada beberapa hal yang
harus ditingkatkan oleh pemilik travel yaitu : menerapkan sistem yang
transparan dengan standar operasional porosedur (SOP) yang jelas
seperti ketepatan waktu, kualitas pelayanan, transparansi informasi dan
Penanganan keluhan pelanggan.

1.1.3 Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999
menegaskan bahwa pelindungan konsumen bertujuan menjamin
kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian hukum melalui
keadilan, transparansi, dan informasi yang jelas. Dalam layanan

angkutan eksekutif antar Sumatera, ditemukan berbagai pelanggaran
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seperti jadwal dan tarif tidak jelas, kendaraan overkapasitas,
diskriminasi, dan tanpa kompensasi yang jelas melanggar Pasal 4 UUPK.
Bentuk-bentuk pelanggaran ini mencerminkan ketidaksesuaian antara
akad yang disepakati dengan manfaat yang diberikan, sehingga
bertentangan dengan prinsip dasar ijarah. Oleh karena itu,
perlindungan konsumen menurut hukum positif dan fikih muamalah
saling mendukung keduanya menuntut pelaku usaha menyediakan jasa
yang adil, jujur, aman, dan bertanggung jawab. Penerapan kedua
perspektif ini sangat penting agar sektor transportasi antar Sumatera
bisa memenuhi kaidah syariah dan ketentuan hukum positif, serta

meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mahasiswa selaku konsumen.

1.2 Saran

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan

menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi

penyedia jasa travel sebagai berikut :

1.

Untuk meningkatkan kualitas layanan dan memulihkan kepercayaan

penumpang, travel sebaiknya menerapkan sistem penjemputan tepat

waktu menggunakan manajemen rute dan pelacakan real-time sehingga
mahasiswa tidak lagi menunggu lama secara tidak pasti.

. Pihak travel harus menetapkan tarif resmi dan standarisasi layanan per-
rute yang dipublikasikan di loket, media sosial, dan WhatsApp, serta
menerapkan SOP jika terjadi penambahan penumpang, sehingga tidak ada
lagi diskriminasi atau biaya mendadak tanpa alasan jelas.

. Pelatihan sopir dan petugas sangat diperlukan dengan etika layanan

pelanggan, penggunaan bahasa yang sopan, serta penguatan sikap adil dan

empati agar pengalaman setiap penumpang menjadi konsisten, nyaman,

dan aman.
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